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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Sanksi pidana yang ditentukan oleh hukum Islam bagi pelaku narkoba 

adalah ta'zir ketika hakim memiliki putusan. Sanksi hukum bagi pelaku 

narkoba dikenakan hukuman Ta'zir karena tidak ada nash dalam Al-Qur'an 

maupun Hadits yang menghukum pelaku narkoba. Ketentuan Sanksi 

hukum bagi pelaku narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 terbagi menjadi dua yaitu pemakai dan pengedar adalah empat tahun 

penjara dan kententuan Sanksi bagi pedagang atau pengedar adalah 

minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dalam Pasal 111 sampai Pasal 

114, Sedangkan bagi pengguna dikenakan pidana dalam Pasal 54.  

2. Persamaan atau Kemiripan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 dengan 

hukum Islam tentang narkotika, pertama adalah sama-sama memberikan 

hukuman, menghukum berat pengedar. Kedua, sama-sama mempunyai 

konsep pencegahan dan penanggulangan narkotika. sedangkan perbedaan 

Pertama hukum Islam dan hukum positif terletak pada penjatuhan 

hukuman dalam Hukum Islam semuanya dalam satu aturan atau kategori 

disebut sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sedangkan 

secara UU No. 35 Tahun 2009  sanksi hukum dibedakan bagi pengedar 

dan pemakai/pengguna. Kedua hukum Islam belum mewajibkan 

rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba 
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sedangkan dalam hukum positif sudah mengatur dengan jelas dan rinci 

tentang ketentuan wajib rehabilitasi bagi pecandu dan pengguna narkotika. 

B. Saran  

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis mencoba memberikan 

kontribusisaran khususnya untuk pemerintah, Penegak hukum dalam 

menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika. 

a. Pakar Hukum Islam diharapkan mampu memperdalam teori-teori hukum 

Islam dan teori teori hukum Nasional serta mensosialisasikan hukum Islam 

di tengah tengah masyarakat. sehingga hukum Islam dapat mewarnai 

hukum Nasional Negara Republik Indonesia di bidang jinayah/pidana. 

b. Pemerintah diharapkan lebih semangat  dan lebih serius dalam melakukan 

segala upaya dalam mencegah dan menanggulangi bahaya narkotika karna 

dapat merusak generasi masa depan bangsa. 

c. Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian diharapkan mampu menekan 

dan menyelesaikan permasalahan dibidang narkotika serta memberikan 

bimbingan atau mensosialisasi bahaya narkotika bagi diri sendiri maupun 

masa depan. 

d. Masyarakat diharapkan menjauhi narkotika karena narkotika dapat 

menimbulkan banyak dampak yang sangat merugikan bagi siapa saja yang 

menggunakannya dan menyebabkan hilangnya kontrol bagi diri sendiri 

serta membahayakan orang lain di sekitarnya. 
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